
SALINAN

BUPATI PONTIANAK
toovtnst KALIMANTAN BARAT

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI POM I lAr
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGA 014

DI KABUPATEN PONTIANAS

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG M >A

BUPATI PONTIANAK,

3 :  a. bahwa  untuk  membiayai  outuhan  desa  dalam
penyelenggaraan  pemerint  m  pembarkjunan  dan
pembinaan kemasyarakatan .  desa yang sesuai dengan
kewenangan desa dan keperlv  masyarakat, perlu adanya
Penetapan  Rincian  Alokasi  Dana  Desa  Tahun

Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam  huruf a,  perlu  menetapkan  Peraturan  Bupati

Pontianak;

t  :  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan  Pembentukan  Daerah  Tmgkat  II  di
Kalimantan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1959  Nomor  72,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Mnmnr 44nnV



Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  zuu4  tenrang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali  terakhir denn^n ''ndanq-Undang
Nomor  12 Tahun  2008  (U@@  >ran  'k ar^.  niblik
Tr,Hrvnocia T^him 700" " '̂anT  lan L(;mbaran

Negara Republik Trv ;@ . ionior 48'i-t);

6. Undang-Un *' '  "*"  "V! 'U?1

Perimbangar nigan antara  P ~̂.  ntah
Pemerintahan ih  (Lemb'1- !eaara
Indonesia Tahun ^  *.  Nomor 12b,  nbahan

Neaara Reoublik Inc4  lia Nomor 4438);

tentang
at  dan

Republik
;baran

7. Undang-Undang N<  ior 28 Tahun  j.  t<  ng KajaK
Daerah dan Retribusi Daerah {le^  'ran ; if gara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor  ,, TPtib  ian Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20]  fentanq ;  nhentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lc  ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,"  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 52J4 j;

9. Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4587);

10.Peraturan  Pemerintah Nomor  79 Tahun 2005  tentang
Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005  Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2001
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2007
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran
Daerah Tahun 2007 Nomor 3);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2007
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007
Nomor 4);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2007
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Dp^a (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);



15.Peraturan Daerah Kabupaten PontianaK Nomor o i anun zuu/
tentang  Sumber  Pendapatan  Desa  (Lembaran  Daerah

Tahun 2007 Nomor 6);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak M^mor 7 Tahun 2007
tentann Badan Permusyawarat^r Lemb;'  Daerah

Tahun 2007 Nomor 7);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Por Nomor 8 T  m 2007
tentang Peraturan Desa (Leml  Daerah Tai  i  2007

Nomor 8);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Pop"  Nomor 9 Tahi  7007
tentang  Tatacara  Pencalon,̂  Pemilihan,  Pel  ikan,

Pemberhentjan Kepala Desa  a Pengangkatan  '  njabat
Kepala Desa (Lembaran Dae  Tahun 2007 Nomor 9N

19.Peraturan Daerah Kabupr* \ Pontianak Nomor 1 "L>hun 2010
tentang Pembentukan d' Susunan Organisasi  rangkat
Daerah Kabupaten Pontiaf (Lembaran Daerah 1  in 2010

Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupat̂ . Pontianak Nomor 5 Tahun 2013
tentang  Anggaran  Penoupatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah

Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2014 DI KABUPATEN PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pontianak dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pontianak.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten

Pontianak.
5. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki  batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
k'ocat-nan Rpnnhlik Tnrlnnesia.



6. Permerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan reinennunian uiu.
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa r ibngai unsur

penyelenggara pemerintahan desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD acWah  >mbaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Peme, ntahan Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nam? lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan *@  )utuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayaion ^asyarak *

lO.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang se!: r  va disingr *r APBD,
adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yaryj  apkan be  <;arkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan ;  ,;vja Daerah.

ll.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang  >'anjutnya disebut APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yanq dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Dc @ dan BPD, yang ciitt spkan dengan

Peraturan Desa.

12.Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten
Pontianak untuk desa,yang  bersumber dari  bagian  dana perimbangan
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh KabupoV <i Pontianak.

13.Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana min> nal yang diterima oleh
masing-masing Desa dibagikan dengan jumlah yang sama secara adil dan

merata.
14.Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang diterima suatu desa ditentukan

berdasarkan perkalian total Variabel yang ditetapkan dengan porsi Desa yang

bersangkutan.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh

BAb 11
RINCIAN ALOKASI DANA DESATAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 2

(l)Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 diberikan kepada 60 (enam puluh)
Desa  dalam  wilayah  administrasi  Kabupaten  Pontianak  sebesar
Rp. 8.300.000.000,- (delapan miliar tiga ratus juta rupiah).

(2)Penentuan rincian besarnya Alokasi Dana Desa masing-masing desa ditentukan
berdasarkan variabel independen utama dan variabel independen tambahan.

(3)Rincian Alokasi Dana Desa dan variabel independen utama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak
t-omicahw-an Hari Pprahiran BuDati ini.



nasai j

Pelaksanaan Penyaluran Alokasi  Dana Desa,  kepada masing-masing Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2 diatur lebih lanjut sesuai petunjuk

pelaksanaan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang mengatur hal
yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan  di  Mempawah
Dadatanqqal  19 Maret2014

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 19 Maret 2014
nit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak

ttd

FIRMAN JUU PURNAMA
BERTTA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
thuiiw into. NOMOR 16

BUPATI PONTIANAK,

ttd

RIA NORSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KFPALA BAGfftN HUKUM

JULI SURYADI B
NTP 19650717 199203 1 013



i AMPIRAN PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

19 TAHUN 2014
19 MARET2014
-. @ c, o*ma nptMAHUN ANGGARAN 2014 Dl KABUPATEN PONTIANAK

niiî iAM ai nucA5i nANA fV"SA DAN VARIABtL INUfch'tNUfcIN u imhim

NO.

0)
1

1
2
3
4
5

II
1
2
3
4
5
6

III
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

IV
1
2
3
4
5
6
7
8

V
1
2
3
4

VI
1
2
3
4
5
6

KECAMATAN/DESA

(2)
MempawahHilir
Sengkubang

Pasir
KualaSecapah
Malikian

MempawahTimur
Antibar
SuiBakauKecil
PasirPalembang
PasirPanjang

SungaiKunyit
SungaiDuriI
SungaiDuriII

BukitBatu
SuiBundlingLaut
SuiKunyitLaut
SuiKunyitDalam
SuiKunyitHulu
SuiLimau

Mendalok
Semparong/ParitRaden
Semudun

SungaiPinyuh
SungaiPurunKecil
Peniraman

SungaiBatang
SuiBakauBesarLaut
SuiBakauBesarDarat
SungaiRasau
JalanGalang

AnjunganDalam
Kepayang
Dema
PakBulu

Segedong
SungaiBurung
SuiPurunBesar
ParitBugis
PenitiBesar
PenitiDalamI
PenitiDalamII

ALOKASIDANADESA(MINIMAL

(ADDM)
(Rp).

(3)

85.000.000,00

85.000.000,00

85.000.000,00

85.000.000,00
85.000.000,00

85.000.000,00

85.000.000,00
85.000.000,00

85.000.000,00
85.000.000,00

85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00

85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00

ALOKASIDANADESA
PROPORSIONAL(ADDP)

(Rp).

(4)

53.030.535
38.672.750

53.210.973

74.699.245

43.826.226
43.698.384

39.892.555

40.605.354
40.295.798

42.312.568
44.302.082

67.507.661
73.424.573
69.217.986
42.411.645
46.955.397
51.040.099
39.553.840
47.682.394

43.798.303
50.733.985
45.868.402
40.174.058

40.805.599
59.663.081
38.872.616
73.605.996
52.205.315
83.575.231

ALOKASIDANADESA
(ADDX)
(Rp).

(5)

138.030.535
123.672.750
187.433.489
138.941.624
138.210.973

159.699.245
152.587.140
128.826.226
128.698.384
132.781.491
139.975.109

124.892.555
126.070.818
137.893.714
128.062.068
127.237.429
122.744.243
141.387.991
125.605.354
125.295.798
125.516.302
127.312.568
129.302.082

152.507.661
158.424.573
154.217.986
127.411.645
131.955.397
136.040.099
124.553.840
132.682.394

128.798.303
135.733.985
130.868.402
125.174.058

125.805.599
144.663.081

,_ 123.872.616
158.605.996
137.205.315
168.575.231



(1)
VII

1
2
3
4
5

VIII
1
2
3
4
5
6
7
8

IX
1
2
3
4
5
6

(2)
Siantan

SungaiNipah
PenitiLuar

Toho

TohoMir

PakUtan

Kecurit
Sambora

Bumbun
Pentek
Sekabuk
SuakBarangan

(3)

85.000.000,00

85.000.000,00

5.100.000.000,00

(4) (5)

195.503.458
194.303.949
212.486.449
135.845.066
134.372.366

131.340.510
44 >18 129.284.418
41! .704) 133.617.704
4- 1.985

S -.0.654

46.304.926

129.004.985
130.249.099
128.264.421
127.205.654
124.650.654

131.304.926
125.701.122
133.680.351

45.151.216 130.151.216
49.080.301 134.080.300

3.200.000.000,00

131.679.284
8.300.000.000,00
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